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PUTUSAN
Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Sglt
ol R N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai talak antara:
XXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan
XXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXxxxxxxxxxx Simpang Katis,
Kabupaten Bangka Tengah. Sebagai Pemohon;
Melawan
XXXXXXXXXXXXXXXX, umur Xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Taman
Sari Kotamadya Pangkalpinang. Sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksi;
DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana
surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0094/Pdt.G/
2018/PA.Sglt, tanggal 29 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Katis,
sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal

XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan

berdasar kan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;
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3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ke
diaman bersama Pemohon di xxxxxxxxxxxxx Simpang Katis, Kabupaten

Bangka Tengah.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkum

pul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga anak yang

bernama:
1. XOOXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX

di Pangkalpinang;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXX

di Pangkalpinang
3. XXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal XxXxXXxxxxxxxx di

Pangkalpinang
Yang saat ini anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon, sedangkan

anak ketiga ikut dengan Termohon.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga

dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan XXXXXXXXXXX,
karena sejak bulan xxxxxxxxxxx ketenteraman rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran
yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain;

- Termohon sering marah-marah walaupun dalam hal yang kecil;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan
November tahun xxxx antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang.
Sehingga sejak bulan xxxxxxxxxx antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana

diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari

suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon

untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan
cerai talak ini dikabulkan;
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9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungailiat
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat untuk berkenan menerima,
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXxxxxXxX) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxxxx) di depan siding
Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir
karena sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0094/Pdt.G/2018/PA.Sqlt,
tanggal 06 Februari 2018 dan tanggal 16 Februari 2018, ternyata Termohon
tidak berada di alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonan
nya dan Pemohon pun telah di beri waktu untuk merubah dan mencari alamat
lengkap Termohon agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa walaupun Pemohon telah diberi kesempatan untuk merubah dan
mencari alamat Termohon, ternyata pada persidangan hari Rabu tanggal 14
Maret 2018, Pemohon menyatakan belum menemukan alkamat Termohon dan

pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut kembali
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permohonan cerai talaknya dan akan diajukan kembali bilamana alamat
Termohon sudah diketahui;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali
perkara permohonan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat
dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya
permohonan oleh Pemohon, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara
dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim
menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpi sah
kan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang per
kawinan antara orang-orang yang beragama lIslam, maka secara absolut
menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif
Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili permohonan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan
Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk
diperiksa, diadili dan diputus kan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah
dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal
145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;
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Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Rabu tanggal 14
Maret 2018 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas,
menyatakan mencabut kembali perkara permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang
dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal
271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun
ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang
mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara
ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonannya oleh
Pemohon, maka majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0094/Pdt.G/2016/MS-dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis meme
rintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0094/Pdt.G/2018/ PA.Sglt oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama
Sungailiat pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal
26 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis,
Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd
Drs. H. Arinal, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Syamsuhartono, S.Ag., SE. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.
Panitera,
ttd

Dra. Yuhartini, S.H.
Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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